BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI ATAS TANAH
HAK MILIK

A, Pengertian dan Dasar Hukum Jugl-Beli

>

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari
satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedang dari

pihak lain dinamakan membeli,

Jual-beli menurut Hukum Perdata Barat, yang
diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) adalah suatu
perjanjian antara pihak yang satu ( penjual ), yang
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas
tanah suatu benda dan dari pihak yang lain (pembeli)
untuk membayar harga yang telah dijanjikan, (Subekti,
1985 : 1),

Dari kedua pihsk yang melakukan jual beli itu ding-
makan Subyek Hukum, daa hak atas tanah yang diper-
Jjualbelikan dinamakan Obyek Hukum,

Di dalam jual beli hak milik atas tanah, ha-
kekat jual belinya adalah pengalihan hak milik atas
tanah dari penjual kepada pembeli, Hak-hak atas ta-
nah tersebut menurut UUPA pasal 16 (1) meliputi

a, Hak milik,
b, Hak guna usaha,
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. hak guna bangunan,

hak pakai,

hak sewa,

hak membuka tanah,

hak memungut hasil hutan,

hak-hgk lain yang tidak termasuk dalam hsask- hak
tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Un-
dang-undang serta hak yang sifatnya sementara
sebagai yang disebutkan dalam pasal 53, (UUPA,,
pasal 16 (1) ).

L]

SR o o

Dari hak-hak atas tanah tersebut, yang menjadi
obyek Jjual beli dalam skripsi ini adalah hak milik atas
tanah, yaitu hak yang paling sempurna atas suatu benda,

(Subekti, 1980 : 69).

Jadi, secara hukum yang dijadikan obyek jual beli
dalam jual beli tanah adalah jual beli hakiatas tanah-
nya, bukan tanahnya secara fisik, yang tujuannya mem-
beli hak atas tanah, ialah supaya pembeli dapat secara
sah menguasai dan mempergunakan tanah, (Effendi Pera-

ngin, 1987 : 8).

Sedangkan barang yang akan dijadikan obyek dalam
perjanjian jual-beli itu harus cukup tertentu, setidak-
tidaknya dapat ditentukan wujud dan Jumlahnya pada saat
lia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, De-
ngan demikian adalah sah menurut hukum, (Subekti, 1985 :

2).

Oleh karena itu sebelum PPAT membuat akta Jjual
beli tanah, selalu menanyakan terlebih dahulu macam hak

apa yang akan dijual,
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Dengan adanya jual beli hak milik atas tanah ini,
maka ada kewajiban yang utama bagi penjual, yang mana
hal ini ditentukan di dalam pasal 1473 Burgerlijk Wet-
boek (BW) ialah :

1. Untuk menyerahkan barang-barengyang dijual (obyek
jual beli);

2. Untuk Vriywaring artinya untuk menjaga Jangan
sampal si pembeli dalam menikmati barang-barang
yang ia beli mendapat gangguan dari pihak ketiga
(menanggung si pembeli), (Wirjono Prodjodikoro,

1985 : 30),
Penyerahan itu merupaskan suatu pemindahan dari

barang yang dijual oleh penjual kedalam kekuasaan pem-

beli,

Di dalam jual beli tanah, hak milik atas tanah
tersebut baru beralih kepada pembeli Jjika dilakukan pe-
nyerahan yuridis yaitu yang wajib dengan pembuatan akta
di hadapan dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah me-
nurut Overschrijvings (Staatsblad tahun 1834 no, 27),

(pasal 1459 KUHP), (Effendi Perangin, 1989 : 14).

Tetapi seperti kita ketahui bahwa .setelah Jual
beli tersebut dilakukan masih perlu dimintakan apa yang
disebut "ijin pemindahan hak" pada Instansi Agraria.Ka-
lau permintaan ijin ditolak, maka Jual belinya menjadi
batal dan biar pun tanahnya tetap dikuasai oleh pembeli
tetap hal itu dilakukannya tidak sebagai pemilik me-

lainkan sebagai pihak yang mendapat kuasa dari penjual

7



13

selaku pemilik tanah yang bersangkutan, Kalau perminta-
an 1jin itu diterima, maka barulah dapat dilaljukan pen-
catatan peralihan haknya oleh kepala K.P,T.

Ijin pemindahan hak menurut Undang-undang MNo,24~
tahun 1954, merupakan syarat mutlak untuk melakukan pe-
nyerahan haknya, Pada wsktu dilakukan penyerzhan yuri-
dis itu, baik pembeli maupun penjual keduanya wajib ha-
dir, Biasanya penjual setelah perjanjian jual beli di-
lakukan memberi kuasa kepada pembeli untuk hadir dan
melaksanakan penyerahan yuridisnya untuk dan atas nama
penjual, yaitu jika harganya sudah dibayar lunas., (Ef-

fendi Perangin, 1989 : 15).

Beralihnya hak milik atas tanah yang dibeli itu
hanya dapat dibuktikan dengan akta balik nama,Balik na-
ma itu tidak boleh dilakukan sebelum ternyata dilampir-
kan keterangan dari kadaster (surat pemberitahuan ka=-
daster) yang menyatakan bahwa balik nama itu dilakukan
sesual dengan pasal 13 Ordonantie balik nama, Apabila
surat pemberitahuan dari kadaster tidak dilampirkan,mg-
ka balik nama itu tidak akan dilakukan oleh Kantor Pen-

daftaran Tanah (Kadaster),

Dalam pasal 13 Ordonantie Balik Nama (Staatsblad
tahun 1834 nomor 27) ditentukan :

Balik nama tidak boleh dilakukan sebelum ternyata
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dari suatu keterangan dari kadaster yang diperhati-
kan oleh yang berkepentingan, bahwa telah diberi-
tahukan kepada juru ukur negara atau kepada seorang
yang diserahi jabatan juru ukur negara tentang ba-
lik nama, sebagaimana diharapkan pula dalam Jual-
beli, Pemberitahuan itu harus diberikan catatan ten
tang biaya balik nama itu, Apabila ditempat itu ba-
lik nama yang harus dilakukan tidak terdapat seorang
Juru ukur negara, demikian pula tidak berada seorang
Japg diserahi jabatan, maka kepala pemerintah dae-
rah dapat menunjuk seorang pegawai Yang ditugaskan
khusus untuk memberikan surat-surat pendaftaran ta-
nah untuk maksud pendaftaran dan balik nama atas
hak milik dan lain-lain hak kebendaan atas benda-
benda tetap, (Loebis, t,th,,: 3),

Pembeli yang sudah menyatakan menerima balik nama
secara demikian itu dianggap sebagai pemilik sah dari
tanah yang dijual, sampai ada orang lain yang dapat menm
buktikan bahwa ialah yang sebenarnya berhak memiliki

tanah tersebut,

Mengenai definisi jual beli hak milik atas tanah
Undang-undang Pokok Agraria maupun Peraturan pelaksanag-
annya tidak memberikan penjelasan secara tegas dan je-
las, Tetapl biar pun demikian mengingat bahwa  hukum
agraria kita sekarang ini memakai sistem dan asas-asas
hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang
harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum yang be-
rupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk gse-
lama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada
saal itu juga menyerahkan harganya kepada penjual, (Ef-
fendi Perangin, 1989 : 13),



15

Jual beli tanah menurut hukum adat ialah merupa-
kan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah
yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk
selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan

harganya kepada penjual, (WantJik Saleh, 1985 : 30),

Jual beli menurut hukum adat bersifat "kontan"
atau "tunai", Pembayaran harga dan penyerahan haknya
dilakukan pada saat bersamaan, (Effendi Perangin,1989 :
16).

Jadi asas yang pokok dalam hukum adat adalah
penyerahan untuk terima pembayaran secara tunai atau

kontan,

Perjanjian jual beli hak atas tanah (adol= Jawa,
sade = bahasa tingginya) dalam hukum adat dapat mengan-

dung 3 jenis maksud, yaitu :

a,. "Grondver panding (Bld) ialan menyerahkan tanah un-
tuk terima pembayaran tunai sejumlah uang sedemikian
rupa, sehingga orang yang menyerahkannya tetap ada
hak atas kembalinya lagi tanah itu kepadanya dengan
Jalan membayar kembali sejumlah uang Yang sama; an-
tara yang menggadai (Min), menjual gade (Ind,), adol
sande (J), ngajual akad (Sund),

b, "Grondverkoop" ialah penyerahan tanah untuk terima

tunai pembayaran uang tanpa hak menebusnya, jadi buat

)
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selama-lamanya (menjual lepas (Ind), adol plas,turun

temurun, Pati bogof (J), menjual jajal (Kal),

¢. "Grondverhuur met vooruitbetaalde huurschat", ialah
menyerahkan tanah untuk terima tunai pembayaran uang
dengan janji bahwa tanah akan kembali kepada pemilik
nya tanpa perbuatan-perbuatan hukum lagi, itupun se-
sudahnya berlaku beberapa tahun panen (menjual tahun-

an (Ind), adol oyodan (J).

Dari ketiga isi perjanjian jual beli hak atas
tanah tersebut yang menjadi bahan pembahasan penulis
adalah penyerahan tanah dengan pembayaran secara kontan

untuk selamanya, (Ter Haar, 1985 : 106).

Dengan uraian di atas, nampak bahwa Jual beli
hak atas tanah itu telah dianggap terjadi ketika penye-
rahan barang, dan pembayarannya dilakukan pada saat ber
samaan dan tunal atau kontan, (Effendi Perangin,1989 :

16).

Di dalam hukum adat apabila si penjual dan pem-
beli telah setuju dan telah diikrarkan pula bahwa pen-
Jualan sebidang tanah dilakukan, maka dengan terlaksana
nya penjualan itu beralihlah hak milik tanah itu dari
sl penjual kepada pembeli setelah uang pembeli diserah-

kan,

Jadli secara jelasnya jual beli hak milik atas
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tanah menurut adat ialah :

Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah de-
ngan pembayaran harganya pada saat Yang bersama-
an secara tunai atau kontan dilakukan.

Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamsah Agung
tertanggal 4 Desember 1957 nomor 271 K/Sip/1956 menya-
takan :

Sifat riil dari perjanjian jual beli menurut hu-
kum adat hanya berarti bahwa dengan diucapkannya
kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi per-
Janjian Jual beli, Karena in casu sudah terjadi pe-
nulisan kontrak jual beli di muka Kepala Kampung
serta penerimaan harga barangnya oleh penjual de=
ngan mana dinyatakan oleh penjual secara riil pelak-
sanaan maksudnya untuk memindahkan hak miliknya ke-
pada pembeli, maka hak milik sudah berpindah, (Su-
belcti, 1983 : 82).

Harga tersebut dapat dibayar seluruhnya, tetapi

dapat juga dibayar sebagian, menurut adat dianggap te-

lah dibayar penuh, (Effendi Perangin, 1989 : 15),.

Dengan pembayaran harga sekalipun baru sebagian
Yang dibayar, bila diikuti dengan penyerahan  hakuya,
maka pada saat itu jual beli tanah tersebut menurut hu-
kum adat telah selesai dan sah, Sisa harganya yang me-
nurut kenyataan belum dibayar, dianggap sebagai hutang
pembeli pada bekas pemilik segera setelah jual beli ta-
nah tersebut dilakukan, (Haryanto T,, 1981 : 7 ).

Perjanjian utang-piutang itu tidak ada hubungan-
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nya dengan jual beli tanah yang telah dilakukan, Jadi
bilamana kemudian pembeli tidak bisa membayar sisa harga
nya maka bekas pemilik (penjual) tidak dapat menuntut
pembatalan jual beli yang telah dilekukan, karena pe-
nyelesaian sisa harganya tersebut harus dilakukan menu-

rut perjanjian hutang-piutang, (Haryanto T,, 1981 : 7).

Jual beli tanah menurut adat biasanya dilsakukan
di muka kepala desa (kepala adat), Kepala adat dalam
Jual beli tanah tersebut bukan hanya bertindak sebagai
saksl, tetapl dalam kedudukannya sebagai kepala adat,
serta menanggung bahwa Jjual beli tanagh tersebut tidak
melanggar hukum yang berlaku. (Effendi Perangin, 1989 :
16).

Dengan dilakukannya jual beli itu menjadi terang
dan bukan perbuatan hukum yang gelap, Dengan demikian
maka pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang
bersangkutan sebagai pemilik Yang baru dan akan menda-
pat perlindungan hukum jika ia di kemudian hari ada gu-
gatan terhadapnya dari pihak Jang menganggap Jjual beli

tersebut tidak sah,

Biasanya dari jual beli itu dibuatkan suatu akts
berupa pernyataan dari penjual bahwa ia telah men jual
tanahnya kepada pembeli dan telah menerima harga yang
telah ditentukan kedua belah pihak, baghwa sejak saat
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itu penjual bukan pemilik lagi dari tanah Yang bersang-
kutan karena sudah beralih menjadi milik pemilik, (Ef-
fendi Perangin, 1989 : 17).

Jual beli tanah sesudah UUPA

Di dalam pasal 26 Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA) ditentukan bahwa Jual beli, penukaran,penghibah-
an, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hulkkum
adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan
peraturan pemerintah, Dari ketentuan pasal 26 UUPA ter-
sebut di atas nampak bahwa UUPA tidak memberikan penje-
lasan mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli tanah

(UUPA, (1) pasal 26),

Di dalam pasal 5 UUPA ditentukan bahwa : Hukum
Agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angka-
sa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara, Yang Dberdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta de-
ngan peraturan-peraturan yang tercéntum dalam Undang-
undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, se-
gala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang ber-

dasarkan pada hukum agraria, (UUPA, pasal 5),

Mengingat hukum agraria sekarang ini memakai-
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sistem dan asas-asas hukum adat, maka penéertiah Jual-
beli tanah sekarang harus pula diartikan sebagal per-
buatan hukum yang berupa penyerahan hak milik atas ta-
nah untuk selama-lamanya oleh penjual kepada pembeli,
pada saat pembell menyerahkan harganya kepada penjual,
sebagaimana pengertian jual beli menurut hukum adat,

(Effendi Perangin, 1989 : 113).

Hukum adat yang dinyatakan di sini bukanlah hu-
kum adat yang murni, tetapi hukum adat Yang disesuaikan
dengan asas-asas dalam Undang-undang Pokok Agraria (UU-

PA).,

Di dalam pasal 5 UUPA ditentukan bahwa hukum adat
ini tidak boleh bertentangan dengan :

. Kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan
asas peraturan bangsa,

Sosialisme Indonesia,

Peraturan yang tercantum dalam UUPA,

Peraturan perundangan lainnya,

Unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama, (Par
lindung, 1987 : 11),.

L2 - .

OROT ®

Sebelum berlakunya Undang-undang no,5 tahun 1960
Lembaga Negara nomor 104 (KUHP), di Indonesisa berlaku
adanya dualisme dalam hukum agraria, di samping adanya
hak yang berstatus hak barat diatur dalam Burgerli jk
Wetboek yang peralihan-peralihan haknya dilakukan di ha-
dapan notaris dan hak atas tanah diatur dalam hukum adat
(hak adat) yang peralihannya dilakukan oleh kepala desa
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(kepala adat),

Setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria,
maka dualisme dalam pertahanan dihapus dan semua hak
atas tanah, ex-hak barat maupun ex-hak adat dipérlaku-
_kan sama, (Derektorat Jendral Agraria, t.t. : 7).

Mengingat besarnya peranan hak atas tanah dengan
makin meningkatnya harga tanah, maka "dengan berlakunya
UUPA beserta peraturan pelaksanaannya, peralihan hak
atas tanah dipandang perlu untuk ditingkatkan* lebih-
tinggi (di-upgrade), yaitu dari tingkat Kepala Desa ke
seorang Pejabat yang paling sedikit fungsi sebagai Ca-
mat, Kepala Daerah Kecamatan atau seorang Notaris, yang
khusus ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah se-
lanjutnya dalam buku ini disebut "Penjabat" saja. (De-

rektorat Jendral Agraria, t.t, : 7).

Ketentuan tentang kewajiban pembuatan akta per-
alihan di hadapan PPAT ini terdapat dalam pasal 19 Per-
aturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 yang menentukan

sebagai berikut :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak
atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, mengga-
daikan tanah atau meminjam uang dengan hsk atas ta-
nah sebagai Jjaminan, harus dibuktikan dengan suatu
akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Agraria, dan akta tersebut
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, (Derek-
torat Jendral Agraria, t,t, pasal 19 : 14),
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Kewajiban yang mengharuskan jual beli tanah di-
buat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) seperti diharuskan pasal 19 PP no.10/1961 itu
bertujuan untuk memberikan alat pembuktian Yang sah dan

kuat kepada pembeli .

s

Sedangkan pengertian jual beli menurut Hukum Is-
lam ialah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi ba-

hasa dan dari segi istilah syara'.

Menurut pengertian bahasa,'jual beli' ( C}—?—#i)

mempunyal arti yang bermacam-macam, yaitu :

e JE S B
(Al Jurjani, t.t, : 48),
Artinya:
"Tukar menukar secara umum",

P S N - S VA WA

(Tagiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad, I, t.t, : 239),.
Artinya:

"Memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu",
o AL LLBS U Ly a3 sl s L AL e o e 2l

(Abdurrahman al-dJdazairiy, II, t.t, : 147).

Artinya:"Tukzr menukar sesustu dengan sesuatu, mzka tukar

menukar barang dagangan dengan barang dagangan disesbu

Jual teli menurut bahasz seperti tukar menukar barang

dagangan dengan harta",

-
o
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JLa iy ,.I ¢l Jla ol ioloal cots #1y_ s_J;sI,...JI Sl
(A1i FPikri, t.t, 3)
Artinya
"Tukor menukor secarn unum, baik tukar -~ menulinp

harts denpen harts otay harta densan yeug bukan hortan,

k)

Jika A memberiksn sebuah bangunsy  rumoh ltenadda
Ey 1alu T jupn memberikan seltuah rumah atou sebidang ba-
nan (seboaal imbalon), Atau A memerikon sejunlah  unne-
kepeda 1, kemodian 7 belrerjs di rumah A wituk bhehernpn
hari, meks contoh gepertl itn  teransuk Jual beli d-lam
pengertisan bahaga,

"Jual beli" menurut pengertieon istilah gyarnt
pnra inon madzheb dan vlomo-ulans l2in  bterbeda oeninpat
migalnya ¢
1. Venurut pbu Herifah, b~hwa jurl heli dap-t  diberi

penpertlion dalom arti khnsus den unn

.

a. PMalom artl khusus, Jual beli ialah

(IThnu Abidin, 1966 502),

Artinya s
"Jual beli itu berdasarksn denron em~g don

perol dan yong servna dengon emas don peraky,

b. fednne dalam pengertion yong unum, Jual beli .
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o sl B15 Yoty JLIls ¢ o g g o JLoll ol

(A1 Fikri, t,t, : 9).
Artinya:

"Tukar menukar uang dengan uang dengan ca-
ra yang khusus, maka harta itu meliputi barang

atau emas dan perak",

2., Ulama Malikiyah mengatakan, bahwa Jjual beli menurut
para fugaha, mengandung dua pengertian; yaitu dalam

pengertian yang khusus dan umum :

a, Dalam artl khusus, jual bell ialah :
A—»‘Lq&apiaﬁ&a&_a ’,Cih_.o)‘élfl_&u‘glu A0

Artinya:
"Akad muawadhah atau tukar-menukar yang
tidak bermanfaat dan tidak ada rasa nikmat
bagli kehidupan seorang, pertukaran yang bukan

emas dan bukan perak yang telah ditentukan ti-
dak terdapat benda di dalamnya",

b. Dalam arti wmum :
ddd dns o ‘J,e__Jl;..._.;_.a‘_,L.aL..a,L..u Sds

(A4 Fikri, I, t.t. : 7).
Artinya:

vAkad muawadhah (tukar-menukar) yang tidak
bermanfaat dan tidak ada rasa nikmat",
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3. Menurut ulama Syafi'iyah, jual’beli ialah :

(Zainuddin bin Abdul Aziz, III, t.t, : 66).
Artinya: ‘
"Jual beli dalam hukum syara' ialah tukar-me-

nukar uang dengan uang dengan cara yang khusus",
L, Sedang menurut Ibnu Hanbal iglah :

S Py U LI 1Y SN O IR T Y TN gl B a ol fna

(Ali Fikri, t,t. : 11).
Artinya:

"Makna jual beli menurut syara' ialah tukar
menukar uang dengan uang, atau tukar menukar manfaszt

yang diperbolehkan dengan manfaat yang diperbolehkan!

Dari definisi ulama' Hanafiyah dan ulama Sya=-
fitiyah tersebut, jual beli pada hakekatnya merupa-
kan peralihan hak atas suatu benda dengan secara
timbal balik yang dilakukan menurut cara~cara Yyang

dibenarkan oleh syara',

Sedangkan definisi Ibnu Hanbal itu,bahwa yang
dapat dijadikan.sebagai'obyek jual beli itu selain
benda juga termasuk manfaat yang mubah,. dan dari
Jual beli itu membawa konsekwensi pemilikan atas se-



26

suatu obyeknya secara abadi.(-Lqr—-_qL;dlkg_s) dan tidak
boleh ada riba di dalamnya. |

Di dalam kitab "Kifayatul Ahyar" Taqiyuddin Abu
Bakar bin Muhammad memberikan definisi jual beli dengan
suatu ungkapan : ‘
ol e Usds Cladr ciel] rb Jley L il

PV RPN SN

(Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husainy, 1350 H:239)
-Artinya:

"Tukar-menukar benda dengan benda untuk saling
menerima dengan menggunakan (memakal) ijab kabul dengan
cara yang telah diizinkan", |

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat diperoleh
sebuah gambaran yang lengkap mengenal pengertian "akad

Jual belit' sebagal berikut :
Lt gy Jlar il Y ptl el L cli i glms Sie
° c——___.l._.lu
(Ali Fikri, t.t, : 157).
Artinya:
"Akad muawadhah ialah akad mengembalikan untuk
dimiliki oleh seorang penjual yang berupa harta ben
da yang dialihkan kepada seorang pembeli dengan

menggantl sesuatu sebagai penghargaan terhadap ba-
rang yang dijualkan",

Jadi akad Jual beli adalah suatu perjanjian atau
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perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih,
Yang mana perjanjian 'bertujuan untuk memindahkan hak
milik atas sesuatu benda dari penjual kepada pembeli
untuk selamanya dengan imbalan uang atau benda lainnya
sécara tunal dilakukan, sehingga dapat dihindari usaha
memakan harta sesamanya dengan jalan bathil, Dalam hal
ini Allah berfirman :

,_s_.. I LU I EERPNR S N I | U RO L.,,JL.,
(Y% (¢) L_,_Jl) (s LS s §)s

"Hali orang-orang yang beriman, janganlah kamu
makan harta sesamamu dengan jalan tidak sah,kecuali
dengan jalan dagang atas suka sama suka", (Al Qur-
an, 4 : 1984 : 29),

Di samping itu, ada juga hadis Rasulullah SAW.

yang berbunyi :

( & el ol ) LS e el L]

(As-Shan'ani, III, t,t, : L),
Artinya:
"Sesungguhnya yang disebut jual beli itu saling

rela",

Abdurrahman meriwayatkan hadis tersebut dari Ab-
dullah bin Abi Auf dengan kalimat :

(Wahbah az-Zahiliy, IV, 1989 : 346)
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Artinya:

"Jual Seli atas dasar rela sama rela dan akan
pemilihan itu dilakukan setelahmensifati barang yang
di jual',

Para ulama telah sepakat, bahwa pada dasarnya
usaha dengan perniagaan ini yaitu dengan Jalan Jual

beli, hukumnya mubah (diperbolehkan),

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :
(YYo () 8adl) by oty ooy o Slalll g afy .o

n_ .. dan Allah telah menghalalkan Jjual - beli
dan mengharamkan riba", (Al Qur-an, 2; 1984 : 69),.

Maka dengan jalan jual beli itu,manusia dapat
memenuhi kebutuhannya sehingga terlepas dari kesu-

litan hidup, dampak yang lebih Jjauh lagi adalah ter-

ciptanya tatanan masyarakat yang teratur dan tentram

etentuan-ketentuan ng berlaku dalam jugl-beldi

Sebagaimana telah diterangkan pada bahasan
terdahulu, baghwa hakekat dan tujuan jual beli adalah
untuk memindahkan hak milik atas suatu benda dari
penjual kepada pembell untuk selamanya,

Agar supaya akad Jual-beli itu sah menurut
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s
L]

hukum Islam sehingga menimbulkan pemilikan hak atas se-
suatu benda yang menjadi tujuan akad jual beli,maka fu-
kun-rukun atau unsur-unsur pembentuk Jual belinya harus
memenuhi persyaratan-persyaratannya terlebih  dahulu,
Sebab sah atau batalnya suatu jJual beli sangat tergan-

tung pada syarat-syaratnya,

Di kalangan fugaha, terdapat perbedaan pandangan
mengenal rukun-rukun pembentuk terjadinya jual - beli,
Ada yang menyebutkan secara rinci, dan sebagian yang

lain hanya menyebuﬁkan secara global saja.

Ulama Hanafiyah menyebutkan rukun-rukun jual-beli
itu hanya ijab dan qabul saja, sebab dengan adanya ijab
dan qabul itu sudah dapat dipastikan adanya orang yang
melakukan skad jual beli dan sesuatu yang diperjualbe-
likan, (Ibnu Abidin, IV, t,t, : 504),

Menurut as Sayyid Ali Fikri tentang rukun jJual
beli adalah : '

a, Akid (penjual dan pembeli)

b, Shighat (ijab, qabul)

c., Ma'kud ‘alaih (uang/harga dan barang).(As Sayyid
A1 Fikri, t,t, : 28),

Akad adalah suatu transaksi (perjanjian)  jual-
beli antara kedua belah pihak (akid) tentang sesuatu
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yang diperjualbelikan dengan menggunakan ijab qabul(per-

nyataan serah terima):

Akid (akidain) yaitu kedua belah rlhak yang meng-
adakan transaksi Jual beli, Akid adalah orang yang meng
adakan akad, ia dapat berupa penjual dan dapat pula be-
rupa pembeli, Sebab dalam akad harus terdiri dari dua
orang atau lebih, ini dapat dilihat bshwa ijab qabul ba-
ru akan terwujud apabila dilaksanakan oleh dua orang
atau lebih; yang satu berperan sebagai ijaﬁ dan yang—.

lain sebagal gabul,

Bentuk kalimat shighat, dgpat berupa kalimat un-
tuk masa lalu; seperti kata penjual :"Aku telah menjual
padamu", jawab pembeli :'Aku telagh membeli darimu', Atau
kalimat masa sekarang, Jjika yang dikehendaki pada waktu
itu Juga, Seperti perkataan :"Aku (sekarang) jual" dan
Jawab pembeli; "Ya, gku (sekarang) beli", (Sayyid Sabig,
1987 : 50).

Jumhur fuqaha menyebutkan, bahwa rukun-rukun Ju-
al beli itu meliputi :

4__idaJlagPdoc¢,Ls.a,_iadl¢¢Ha;3LuL_dl

(Abdurrahman al-Jazairiy, II, t,t, : 155),

Artinya:
"Dua orang yang melakukan akad terhadap sesuatu

yang diakati itu harus menggunakan sighat akad ( kata-
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kata yang digunakan untuk melalkukan akad )",

~ Abu Bakar Jabir al-Jazairiy, merinci rukun Jual
beli menjadi 5 macan, yaitu :

- kerelaan = (sl =0)
- penjual = ( L)
- pembeli = (o al)
- ijab dan qabul= ( Jaddly i)
Seperti sabda Nabi : FAlE e audl Lol

(Abu Bakar Jabir al Jazairiy, t.t, : 316),

Kalau diambilkan suatu kesimpulan dari beberapa
pandangan tersebut, maka rendapat jumhur adalah lebih
simpel dan telah dapat menampung pendapat-pendapat ulama
lainnya, Jadi rukun Jual bell dapat disebut :

1, oL | EC N

Yang di dalamnya terdiri atéé pen
Jual dan pembeli,

2. ols o4 da Jl = Yang terdiri atas bends yang di-
Jual dan harga barang itu,

wJl = yang mengandung ijab dan qabul,

Pl
b

3.

Selanjutnya akan dibicarakan syarat-syarat yang
skan dibukukan di dalam kitab-kitab figh, terhadap ke-
tiga rukun jual beli tersebut di atas,

Demikian pula untuk sahnya jual beli menurut
hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat subyektif dan
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obyektifnya.

Syarat subyektif adaldh yang berkaitan dengan pihak-pi-
“hak yang melakukan Jual beli tanah itu,sedangkan syarat
obyektifnya berkaitan dengan suatu hak atas tanah yang
akan diJual;

Menurut pasal 1320 KUHP persyaratan untuk sahnya
perjanjian (jual-beli) diperlukan empat syarat :

1, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

3, Suatu hal tertentu,

L, Suatu sebab yang halal, (Subekti, 1985 : 305).

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus
mempunyai kemauan yang bebas untuk menéikat dirinya dan
kemauan itu harus dinyatakan, -Pernyataan itu dapat
dilakukan secara tegas atau diam-diam, Kemauan yang be-
bas sebagal syarat pertama untuk suatu perjanjian yang
sah dianggap tidak ada, Jika perjanjian itu terjadi ka-
rena paksaan (dwang), kehilafan (dwaling),atau penipuan
(bedrog), (Subekti, 1980 : 135),

Kedua belah pihak harus cskap menurut hukum un-
tuk bertindak sendiri, Menurut pasal 1130 BW. orang di-
nyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-
perbuatan hukum itu,

Misalnya : Orang di bawah umur, orang di bawah pengawas-
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an (Curatele), dan perempuan yang telah kawin, (Subekti,

1980 : 136),

Apabila kesepakatan yang diberikan secara bebas
dan salah satu pihaknya tidak cakap untuk berbuat suatu
perjaqjian, maka perjanjian ini bercacat, karenanya da-
pat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang
telah memberikan perizinannya tidak secara bebas atau
tidak cakap untuk membuat perjanjian (vernietigbaar).
(Subekti, 1980 : 136),

Syarat yang ketiga adalah bakwa yang diperjanji-
kan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau ba-
rang yang Jjelas atau tertentu, Barang yang dimaksud da-
lam perjanjian minimal harus ditentukan jenisnya, hal
ini sangat penting dalam menentukan kewajiban salah sa-
tu pihak Jika terjadi perselisihan, Mengenai'barangnya
harus ada atau sudah ada di tangan penjual pada waktu
perjanjian dibuat tidaek diharuskan oleh Undang-undang,
(Subekti, 1980 : 136),

Syarat yang keempat bahwa Undaﬁg-undang menghen-
daki unﬁuk sahnya suatu perjanjian harus ada sdatu oor-
zak (causa) yang halal, Maksudnya ialah apa yang dike-
hendaki oleh'kedua belah pihak dalam mengadékan perjan-
Jlan itu, misalnya dalam perjanjian Jual-beli; satu pi-
hek bertujuan untuk menerima sejumlah uang tunal dan
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di pihak lain menerima barang, Jadi dengan perkataan
lain causa berarti "isi'" darl perjanjian itu sendiri.
(Subekti, 1980 : 137), |

Menurut pasal 1335, suatu perjanjian yang tidak
dibuaf dengan causa yYang halal atau dibuat dengan causa
yang terlarang,maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang
sah, (Subekti, 1985 : 307).

Di dalam KUHP, jual bell mempunyal suatu tafsir-
an sebagal suatu perjanjian untuk menyerahkan hak milik
atas suatu barang, Sedang pihak lainnya ( si pembeli )
berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejum-
lah uang sebagal imbalan dari perolehan hak milik ter-
sebut, Perjanjian Jjual-beli ini harus mempunyal suatu
obyek yang jelas artinya, barang yang menjadi obyeknya
dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ini agkan
diserahkan hak miliknya kepada si pembeli,

Dalam jual beli tanah menurut UUPA, tidak dapat
dilepaskan dari ketentuan pasal 19 PP no, 10/1961, yang
menentukan bahwa setiap pemindahan hak atas tanah harus
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan
PPAT, Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas
akan menimbulkan akibat hukum yang sangat fatal, balk
bagi pihak penjual maupun bagi pembeli, karena penyim-
pangan demikian berakibat tidak tertibnya akta yang me-
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rupakan alat bukti yang kuat tentang terjadinya Judl-
beli atas tanah, Hal ini sering terjadi pada jual beli
Yang dilakukan di lingkungan keluarga,

Kini timbul pertanyaan bagaimana Jika jual-beli
hak atas tanah tersebut tidak dilakukan di hadapan
PPAT ? Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No,952/K/Sip/
1974 yang menyatakan :"Jual beli’ adalah sah apabila te-
lah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata atau Hukum
Adat-i,c Jual beli dilskukan menurut hukum adat secara
riil dan tunai serta diketahui oleh kepala desa", (Par=
lindung, 1987 : 101).

Dari keputusan Mahkamah Agung tersebut Jelaslah,
bahwa jual-beli hak atas tanah sekalipun aktanya tidak -
dibuat di hadapan PPAT, maka jual beli tersebut tetap
sah hanya saja mempunyai akibat hukum, tetapli dalam hal
ini dari pihak pembeli akan mengalami kesulitan untuk

mendaftarkan peralihan haknya pada Kantor Agraria,

Dengan demikian meskipun jual beli tersebut te-
lah dilakukan, namun apabila tidak disertai akta yang
dibuat di hadapan PPAT, maka pihak kantor agraria tidak
akan bersedia untuk mendaftarkan peralihan ‘haknya dari
pihak penjual kepada pihak fembeli, sebab di dalam Per-
aturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 pasal 19 mengha-

ruskan adanya akta PPAT pada setiap perjanjian yang ber
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maksud memindahkan hak atas tanahnya, Dengan demikian,
maka akta yang dibuat-oleh dan di hadapan PPAT akan me-
mudahkan pihak pembeli, dalam mendaftgrkan:eralihan hak
atas tanahnya kepada Kantor Agraria untuk mendapatkan

sertifikat sebagal tanda bukti hak yang kuat,

Begitu pula, agar supaya jual beli itu sah menu~
rut hukum Islam sehingga menimbulkan pemilikan hgk atas
sesuatu benda yang menjadi tujuan akad Jual ©beli, maka
rukun dan unsur pembentuk jual belinya harus memenuhi
persyaratan-persyaratannya terlebih dahulu, Sebab sah
atau batalnya suatu jual beli sangat bergantung pada

syarat-syaratnya sebagai subyek jual beli,

Adapun syarat-syarat yang dirumuskan oleh fuga-

hak antara lain :

a, Aqil; berakal tidak hilang kesadarannya
b, Mumayyiz; dapat membedakan (yang baik dan yang buruk)
¢, Mukhtar; bebas atau kuasa memilih, (H,Hamzah Ya'qub,

1984 : 79).

Dan ada yang mengatakan, bahwa syarat jual beli

ada dua macam :

a. Shahih lasim; maksudnya Jjual-beli yang sesuai dengan
tuntutan akad, |
b, Yang membatalkan akad; misalhya penjual berkata:'Aku

Jual padamu dengan syarat kamu menjual padaku barang

[N}
o~
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ini atau kau giradhkan kepadaku, Seperti Sabda Rasul

Allah saw,

d-x.b-p,,_;-i-aﬂ'd») (‘::—-.'u'ule—-*"" Y’C‘"-‘f’ u.i.L....J_.a.:y
(Sayyid Sabiq, XIT, 1987 : 90).
Artinya:

"Tidak dihalalkan salaf (hutang) dan penjual-
an dan tidak pula ada dua syarat dalam satu jual be-
1ir,

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi

bagli subyek yang melakukan jual beli antara lain :

a, Cakap bertindak hukum sendiri,
b, Tidak dipaksa oleh orang lain,
c, Pemilik yang sah terhadap barang yang di jual itu

atau sebagai walinya, (Ahmad Azhar Basir,1988:43)

Begitu pula syarat-syarat yang harus dijadi-

kan obyek dalam jual beli antara lain :

a, Benda itu telah ada (maujud),
b, Harus bermanfaat (dapat diambil manfaatnya),

¢. Dapat diserahterimakan{ . 1 .ol 500 .)

(Wahbah az-Zahiliy, 1989 : 357).

ejabat ng Berwenang Menerbitkan £ Jual-beli

Tanah

Sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan
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pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 10/1961,setiap per-
Janjian yang bermaksua memindahkan hak atas tanah harus
dibuktikan dengan skta pejabat yang ditunjuk oleh Men-
teri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri), pejabat
itu adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Adapun PPAT, adalah yang berwenang membuat akta
dari pada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindah
kan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas ta-
nah sebagai tanggungan, sebagai yang dimaksud dalam Per-
aturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, (Departemen RI,

1982 : 92),

Konsekwensi dari pasal 19 PP.no,10/1961, maka si
apa-siapa yang dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat
Akta Tanah adalah tercantum dalam ketentuan pasal 3 Per
atufan Menteri Agraria nomor 10 tahun 1961 (selanjutnya

disebut PMA) sebagai berikut :

Notaris

Pegawal-pegawali dan bekas pegawai dalam lingkung
an Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pe
ngetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan
pendaftaran tanah dan aturan-aturan lainaya yang
bersingkutan dengan persoalan peralihan hak atas
tanah,

c. Para pegawal pamong praja yang pernah melakukan

tugas seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah,

d, Orang-orang lain yang telah lulus ujian yang di-
adakan oleh Menteri Agraria ( Dirjen Agraria ),
(Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1987:35).

.
.

a
b

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 PMA
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nomor 10 tahun 1961 disebutkan :

Selama untak satu kecamatan belum diangkat se~
orang pejabat, maka asisten wedana/kepala kecamatan
atau yang setingkat dengan itu, (selanjudnya dalam
peraturan ini disebut asisten wedana/kepala keca-
matan), karena jabatannya menjadi pejabat sementara
dari kecamatan, (Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur, 1987 : 36),

Dari dasar tersebut di atas, dan dihubungkan de-

ngan praektek dewasa ini, maka yang dapat bertindak se-
laku PPAT adalah Camat, karena jabatannya serta notaris

dan orang-orang lain yang telah lulus ujian PPAT,

Dengan demikian, jelaslah bahwa PPAT tersebut se
lain ditetapkan oleh Menteri Asraria (Dirjen Agraria),
maka tidak mungkin orang lain bertindak sebagai PPAT
kecuali para asisten wedans/camat, yang karena jabatan=
nya juga merangkap sebagai PPAT untuk wilayah kecamatan
nya, (Hasil wawancara dengan notaris tanggal 20 Oktober

1990),

Apabila ada yang bertindak selaku PPAT selain
yang disebut dalam ketentuan pasal 3 dan 5 PMA.nomor 10
tahun 1961 akan dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan
pasal 43 Peraturan Pemerintah no., 10 tahun 1961, barang
siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19 Peratur-
an Pemerintah no, 10/1961 tanpa ditunjuk oleh  Menteri
Agraria sebagal pejabat dipidana dengan hukuman selama-

lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya K 10,000,-
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(Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1987 : 29).

Maka dengan demikian, jelgs bahwa pasal 19 PP,
nomor 10 tahun 1961 tersebut merupakan dasar hukum un-
tuk setiap jual beli hak milik atas tanah,harus dibuat-
kan akta PPAT,

Sedangkan mengenai daerah kerja pejabat ini ter-
gantung kepada kebutuhan wilayah kekuasaan Jawatan Pen-
daftaran Tanah setempat, balam hal ini, camat karena
Jabatannya menjadi pejabat sementara dari kecamatannya
Jjuga dalam hal telah diangkatnys seorang pejabat, maka
seorang Camat tetap menjadi Pejabat Pembuat Akte Tanah,

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tu-
gas pendaftaran tanah secara Operasional dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk secaras khusus dan wempunyai wila-

Yah kerja yang tertentu,

N



